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Abstrak
Badan atau Pejabat administrasi negara (jabatan administrasi negara) mempunyai 

wewenang yang luas dalam melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif). Dengan 
wewenang yang luas ini cenderung untuk disalahgunakan  sehingga menimbulkan 
kerugian dan ketidakadilan di pihak masyarakat, oleh karena itu harus ada lembaga lain 
yang mengontrolnya. Berdasarkan teori trias politika lembaga eksekutif secara politis 
dikontrol oleh lembaga legislatif dan secara yuridis dikontrol oleh lembaga yudikatif, 
karena pejabat administrasi negara menjalankan fungsi eksekutif maka lembaga yudikatif 
yang mengontrol secara yuridis adalah pengadilan administrasi negara. Kontrol yuridis 
oleh pengadilan administrasi negara saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 51 
Tahun 2009 (perubahan kedua) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (perubahan 
pertama) yang merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN hanya 
dalam hal ketetapan administrasi (beschikking) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat 
administrasi negara saja, padahal secara philosofis kompetensi absolut pengadilan 
administrasi negara adalah menyelesaikan sengketa administrasi negara dalam arti luas. 
Oleh karenanya berdasarkan pandangan futuristik perlu ditelaah lebih lanjut undang-
undang tersebut untuk direvisi terutama mengenai makna sengketa administrasi negara 
berupa perbuatan hukum publik oleh jabatan administrasi negara yang melanggar hukum. 
Semua ini tiada lain bertujuan untuk mereposisi kembali hakikat penegakan hukum 
administrasi oleh pengadilan administrasi negara dan menyederhanakan (effisiensi dan 
effektifitas) semua penyelesaian sengketa administrasi negara yang selama ini dilakukan 
oleh peradilan umum (misalnya sengketa administrasi negara mengenai HAKI dan 
ketenagakerjaan) dan peradilan khusus (misalnya sengketa pajak) menjadi kewenangan 
absolut pengadilan administrasi negara.

Kata Kunci: perbuatan hukum publik, badan administrasi negara, melanggar hukum. 

Abstract
Agency or Officer in the state administration (office of the state administration) has broad 
authority in conducting the affairs of government (executive). With this broad authority 
tend to abuse that caused harm and injustice in the society, therefore there must be other 
institutions that control it. Based on the theory of triad politics of the executive is 
politically controlled by the legislative and juridical institutions controlled by the 
judiciary, because the state administration officials running the executive functions that 
control the judiciary is legally the state administrative court. Judicial control by the state 
administrative court is currently under Law No. 51 of 2009 (second amendment) and Law 
No. 9 of 2004 (first change) is revising the Law No. 5 of 1986 concerning the Adminis-
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PENDAHULUAN pejabat administrasi yang melanggar 

Berbicara mengenai makna per- hukum, maka makna disini sama dengan 

buatan hukum publik oleh badan atau pe- mencoba menelusuri arti dan maksud dari 

jabat administrasi negara yang melanggar perbuatan hukum publik oleh badan atau 

hukum ditinjau dari sudut hukum pejabat administrasi negara yang 

administrasi negara, maka penulis men- melanggar hukum itu sendiri dengan 

coba memulai untuk mengurai apa arti menggunakan pisau analisisnya teori-

kata dari “makna” itu sendiri. “Makna” teori yang ada dalam hukum administrasi 

menurut W.J.S. Poerwadarminta sepadan negara. 

dengan kata “arti” dan “maksud” (W.J.S. Setelah menguraikan pengertian 

Poerwadarminta, 2002;624) “Arti” itu dari kata “makna”, maka perlu pula di 

sendiri mempunyai pengertian maksud uraikan mengenai pengertian “perbuatan 

yang terkandung dalam kata atau juga hukum publik oleh badan atau pejabat 

kiasan dari kata “guna”, “faedah”, atau administrasi yang melanggar hukum”. 

“kepentingan” (W.J.S. Poerwadarminta, “Perbuatan hukum publik” yang 

2002:58). Adapun “maksud” sama halnya dimaksud dalam hal ini adalah  

dengan “yang dikehendaki”, “tujuan”, perbuatan hukum publik yang dilakukan 

“niat yang tertentu”, “sesuatu yang oleh badan atau pejabat administrasi 

terkandung dalam kalimat” (W.J.S. negara. Secara teoritis bahwa perbuatan 

Poerwadarminta, 2002; 625). Kaitannya hukum publ ik  mempunyai  dua 

dengan masalah yang akan penulis kaji pengertian, yaitu perbuatan hukum 

yaitu yang berkaitan dengan makna publik bersegi satu (vertikal) dan 

perbuatan hukum publik oleh badan atau perbuatan hukum publik bersegi dua 
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trative Court only in the case of administrative provisions (beschikking ) issued by the 
agency or official of the state administration alone, whereas the absolute competence 
philosofis state administrative court is to settle disputes in a broad sense the state 
administration. Therefore based views need to be explored further futuristic law to be 
revised, especially about the meaning of the state administrative disputes in the form of 
legal action by the office of public administration in violation of state law. All this is 
nothing else aims to reposition the nature of administrative enforcement by the courts and 
simplify state administration (efficiency and effectiveness) of all state administrative 
dispute resolution has been done by a civil court (for example, state administrative 
disputes regarding intellectual property rights and labor) and special courts (eg tax 
disputes) to the absolute authority of the state administrative court.

Keywords: legal acts of public, state administration bodies, violate the law.


